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KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran
2017-2018 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara teratur
telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi
ini menyajikan data mengenai Realisasi APBD 2017 dan APBD 2018 Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data
mengenai k euangan Pemerintah D aerah | stimewa Y ogyakarta dan K abupaten/Kota di
Daerah Istimewa Y ogyakarta. Untuk perbaikan publikasi di masa mendatang, tanggapan
dan saran-saran dari konsumen data sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah

memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, April 2019

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Johanes De Britto Priyono, M.Sc.
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I. PENJELASAN UMUM

[.1. Pendahuluan

Peranan pem erintah d aerah dal am pel aksanaan pem bangunan dae raht erus
diusahakan unt uk| ebih m eningkatkan keselarasandan kesinambungan den gan
pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang

lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daer ah terus berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan s erta
menggali sumber-sumber pot ensi daerah. Salah s atu us aha untuk mencapait ujuan
tersebut, pe merintah da erah m elakukan per baikan dan peny empurnaan dal am bi dang
keuangan daerah m elalui A nggaran P endapatan B elanjaD aerah ( APBD)y ang

dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam U ndang-Undang N omor 33 tahun 20 04 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah D aerah disebutkan bahwa keuangan daerah
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan ber tanggung jawab deng an memperhatikan keadilan, k epatutan dan
manfaat untuk m asyarakat. O leh k arena itu data s tatistik mengenai k euangan daerah
menjadi s emakin di perlukan dal am r angka keperluan kelengkapan i nformasit entang
keuangan negara, analisis dan pengambilan keputusan. Kegunaan data keuangan daerah

antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi secara makro seperti pendapatan

regional, tabel input output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai i nformasi ba gi pem erintah pus at, unt uk menentukan D ana Alokasi U mum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.
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I.2. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik keuangan daerah dibedakan antara lain :

1.

2.

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.

Data Statistik Keuangan P emerintah P rovinsi ber sumber d ari Dinas P endapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

[.3. Konsep dan Definisi

1.3.1.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum
daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam
satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan

daerah terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna
keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri
dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1. Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam
dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan
pajak ne gara y ang pen gelolaan dan pen ggunaannya di serahkan kepada
daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea
balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan

lain-lain.
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1.2. Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi dalam
tiga ba gian y aitu retribusi j asa um um, retribusi jasa us aha, dan r etribusi

perizinan tertentu.

Contoh r etribusi j asa u mum an tara | ain pel ayanan k esehatan, pen gujian
kendaraan be rmotor, dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain
pemakaian kekayaan daerah, pas ar grosir dan atau pertokoan, penjualan
produksi us aha daer ah, dan | ain-lain. C ontoh retribusi per ijinan t ertentu

antara lain izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah penerimaan y ang ber upa has il pe rusahaan milik daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daer ah yang dipisahkan t erdiri da ri ba gian | aba
Perusahaan D aerah A ir Minum ( PDAM), bag ian | aba | embaga keuangan
bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah
lainnya s erta ba gian | aba at as pe nyertaan modal/investasi k epada pi hak

ketiga.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset
daerah y ang tidak di pisahkan, pene rimaan jasa giro, pener imaan bun ga,
penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan
keuntungan s elisih ni lai t ukar rupiah, denda keterlambatan pel aksanaan
pekerjaan, denda paj ak, denda r etribusi, h asil ek sekusi a tasj aminan,
pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain-

lain.

2. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan
kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dana Perimbangan ini terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
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2.1. Bagi Hasil Pajak.

Bagi hasil paj ak terdiri dari bagian penerimaan daerah yang berasal dari
pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25
dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan P Ph pasal 21

orang pribadi, dan lain-lain.

2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.

Pendapatan ba gi has il bu kan paj ak/sumber daya al am ber asal da ri
pendapatan s umber dayaal am kehutanan, per tambanganu mum,
perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan

pertambangan panas bumi.

2.3. Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal
(fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka
membantu k emandirian pemerintah daerah m enjalankan f ungsi dan

tugasnya melayani masyarakat.

2.4. Dana Alokasi Khusus.

Dana A lokasi K husus (DAK) adal ah danay ang be rsumber da ri
pendapatan A nggaran Pendapatan dan B elanja N egara (APBN)y ang
dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus y ang merupakan ur usan dae rah dan's esuai den gan
prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

+ Kebutuhan tidak dapat di perhitungkan dengan m enggunakan rumus
dana alokasi umum.

+ Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

+ Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh
daerah penghasil.
Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfery ang

bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

4
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3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah penerimaan dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari
daerah lainnya. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat,
dana bagi hasil dari provinsi dan pem erintah daerah lainnya, dana peny esuaian
dan otonomi khusus serta dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah

daerah lainnya.
I.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan s emua pengeluaran dari rekening kas umum daerah
yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pe mbayarannya k embali ol eh daerah.

Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tak Langsung

Belanja t ak | angsung m erupakan belanja y ang tidak t erkait  angsung d engan
kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang
ditetapkan. Kelompok belanja tak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja
Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi
Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan
Kepada P rovinsi/Kabupaten/Kota dan P emerintah D esa, dan B elanja T idak

Terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan
kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan.

Belanja langsung meliputi :

+ Belanja Pegawai.
+ Belanja Barang dan Jasa.
+ Belanja Modal.
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II. ULASAN RINGKAS

Penyelenggaraan pem erintah dae rah s ebagai s ub s istem pe merintahan neg ara
dimaksudkan unt uk meningkatkan e fektifitas dan e fisiensi kinerja p enyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah D aerah di nyatakan bah wa penyelenggaraan otonomi daer ah
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
kepada daer ah s ecara pr oporsional. P emberian w ewenang i ni di wujudkan den gan
pengaturan pe mbagian, dan pem anfaatan s umber d aya nas ional s erta pe rimbangan

keuangan pusat dan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah
yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya.
Atas das ar pe rtimbangan i ni, m aka pe mberian otonomi di harapkan a kan | ebih m ampu
memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi
daerah m enurut U ndang-Undang N omor 32 Tahun 2004 adal ah un tuk m emacu
pemerataan pe mbangunan dan has il-hasilnya, meningkatkan k esejahteraan r akyat,
menggalakkan prakarsa, dan per an aktif masyarakat s erta peningkatan pendayagunaan

potensi daerah secara optimal.

Pelaksanaan o tonomi d aerah di lakukan den gan m emenuhi az as des entralisasi,
dekonsentrasi dant ugas per bantuan. P enyelenggaraan tugas-tugas des entralisasi
semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan
pembangunan dae rah. Agar daer ah dapat m engurus dan m engatur r umahtangganya
sendiri den gan s ebaik-baiknya, maka per lu memiliki s umber pe mbiayaan y ang ¢ ukup.
Wujud otonomi daerah dengan kewenangan y ang luas, ny ata, dan bertanggung jawab
menuntut pe merintahdaer aha gardap atm eningkatkan pe nerimaanda n

mengoptimalisasikan pengeluaran.

Peranan pem erintah d aerah dal am m enggali dan m engembangkan ber bagai
potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan
hakekat o tonomi dae rahy aituy ang ber kenaan deng an pel impahanw ewenang
pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan
daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah

serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat
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dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan
gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran
serta analisanya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan
dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian

daerah.

Pada Tabel.1 dapat dilihat realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017

Realisasi Realisasi REUE
Pemerintah Daerah  Pendapatan Belanja FACEPEEN Surplu;s/Deflsn

(Juta Rp.) (Juta Rp.) Relligcee (%)

' ' Belanja
(1) (2) (3) 4) (5)

D.l.Yogyakarta 5085 245 4 920 627 1,03 3,24
Kab. Kulon Progo 1425110 1430 456 1,00 -0,38
Kab. Bantul 2086 879 2076 742 1,00 0,49
Kab. Gunungkidul 1847 105 1 860 226 0,99 -0,71
Kab. Sleman 2615515 2 489 597 1,05 4,81
Kota Yogyakarta 1658 430 1484 553 1,12 10,48

Dari tabel tersebut dapat kita amati, bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah
terhadap belanja yang dikeluarkan ol eh P emerintah D aerah D .l.Yogyakarta, Kabupaten
Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Y ogyakarta mengalami s urplus anggaran. Hal ini
menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2017 sudah dapat
mencukupi kebutuhan belanja daerah. Sedangkan rasio pendapatan/penerimaan daerah
terhadap belanja yang dikeluarkan P emerintah Kabupaten Kulon Progo dan K abupaten
Gunungkidul mengalami defisit anggaran atau realisasi pendapatan yang diperoleh belum
mencukupi kebutuhan belanja daerah sehingga perlu penambahan pendapatan dari
pemerintah pusat.

Pemerintah D aerah D .l.Yogyakarta pada tahun 2017 memperoleh pendapatan/
penerimaan s ebesar 5,085 triliun rupiah den gan t otal pem belanjaan m encapai besaran
4,920 triliun rupiah. Dengan demikian pada tahun 2017 Pemerintah Daerah D.l.Yogyakarta

mengalami surplus keuangan sebesar 165 miliar rupiah.
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Pada t ahun 2017, P emerintah K abupaten Sleman merupakan k abupaten yang
memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya
di Daerah Istimewa Y ogyakarta yaitu mencapai nilai 2,615 triliun rupiah. Dengan belanja
sebesar 2,489 triliun rupiah membuat kabupaten ini mengalami surplus anggaran sebesar

126 miliar rupiah.

Salah s atu s yarat y ang di perlukan ( necessary condition) untuk m elaksanakan
kewenangan otonomi daerah sebagaimana uraian sebelumnya, adalah tersedianya
sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tersebut telah diatur
dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu disamping sumber pembiayaan dari pemerintah

diatasnya (berupa dana perimbangan) juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah
daerah o tonom harus memiliki kewenangan d an kemampuan untuk menggali s umber-
sumber k euangan sendiri, s edangkan k etergantungan pada bantuan p emerintah pus at
harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian
terbesar da ri pendapa tan keuangan dae rah. P engelolaan P AD y ang bai k adal ah
pengelolaan P ADy ang mampu meningkatkan pener imaan daerahs ecara

berkesinambungan, tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adal ah penerimaan yang diperoleh daerah dari
sumber-sumber dalam wilayahnya s endiri yang dipungut be rdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah
sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan

dalam pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

+ Pajak Daerah
+ Retribusi Daerah
+ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

+ Lain-lain PAD yang sah

Jenis-jenis pa jak y ang dikelola oleh pemerintah p rovinsi t erdiridari: Pajak
Kendaraan B ermotor, Pajak B ea Balik Nama Kendaraan B ermotor, Pajak B ahan B akar

Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
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Berbeda den gan pe merintah provinsi, jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah
kabupaten/kota yaitu :

+ Pajak Hotel

+ Pajak Restoran

+ Pajak Hiburan

+ Pajak Reklame

+ Pajak Penerangan Jalan

+ Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
+ Pajak Parkir

Besarnya per sentase PADt erhadapt otal p endapatan daer ah menunjukkan
besarnya s umbangan P AD daer ah t erhadap t otal pendapat an dae rah. Semakin bes ar
persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, menunjukkan
bahwa daer ah m ampu unt uk m encukupi bel anja daer ah s endiri. Sumbangan P AD
terhadap total pendapatan ataupun terhadap total belanja tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap Pendapatan
dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017

Realisasi
Realisasi Realisasi Pendapatan PADthd PAD thd
Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Asli Daerah Pendapa- Belanja

(Juta Rp.) (Juta Rp.) (PAD) tan (%) (%)
(Juta Rp.)

(1) ) (3) (4) (5) (6)
D.l. Yogyakarta 5085 245 4 920 627 1851977 36,42 37,64
Kab. Kulon Progo 1425110 1430 456 249 693 17,52 17,46
Kab. Bantul 2 086 879 2076 742 494 179 23,68 23,80
Kab. Gunungkidul 1847 105 1 860 226 271 370 14,69 14,59
Kab. Sleman 2615515 2 489 597 825 638 31,57 33,16
Kota Yogyakarta 1658 430 1 484 553 657 049 39,62 44,26

Besaran sumbangan PAD terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota di
Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 cukup bervariasi. Dari lima kabupaten/ kota
di D.l.Yogyakarta, K ota Yogyakarta m erupakan kabupaten/kotay ang m empunyai
persentase PAD terbesar, y aitu mencapai 39,62 persen d ari r ealisasi pendapat annya,
disusul kemudian oleh Kabupaten Sleman dengan 31,57 persen. Kabupaten/kota dengan
persentase P AD terhadap pendapat an y ang terendah adal ah K abupaten G unungkidul,
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yaitu 14,69 persen. Sementara itu persentase PAD P emerintah P rovinsi D .l.Yogyakarta
cukup besar yaitu mencapai 36,42 persen terhadap realisasi pendapatannya.

Komposisi realisasi pendapatan untuk masing-masing pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/kota Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1
Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di D.l.Yogyakarta 2017
(%)

Prov DIY

Kulonprogo _.__________‘__‘__

Gunungkidul
Sleman

Yogyakarta
B PAD m DanaPerimbangan m Lain-lain

Tabel 3
Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan
Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 — 2017

Pemerintah 2013 2014 2015 2016 2017 ‘poncan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

D.l.Yogyakarta 38,87 46,65 46,86 42,93 36,42 -6.31
Kab. Kulon Progo 9,57 14,16 13,92 13,27 17,52 83.08
Kab. Bantul 14,75 19,70 20,02 20,22 23,68 60.54
Kab. Gunungkidul 6,72 11,60 12,26 12,47 1469  118.63
Kab. Sleman 23,65 27,61 28,03 30,79 31,57 33.48
Kota Yogyakarta 29,25 32,24 35,60 34,26 39,62 35.45

Dalam 5t ahunt erakhirs ecarau mumt erdapat per ubahany ang signifikan,
persentase P AD t erhadap r ealisasi pendapat an di 5 kabupaten/kota. P ersentase P AD
terhadap total pendapatan terbesar y aitu di Kabupaten G unungkidul s ebesar 118, 60%
persen, dari 6,72 persen pada T ahun 2013 menjadi 1 4,69 persen pada T ahun 2017.
Persentase PAD terhadap realisasi pendapatan di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan
terkecil sebesar 33,49 %, yaitu dari 23,65 persen pada Tahun 2013 menjadi 31,57 persen
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pada Tahun 2017. Sementara untuk Pemerintah Daerah Istimewa Y ogyakarta mengalami
penurunan dalam 5 tahun terakhir dengan penurunan sebesar 6,30 %, yaitu dari 38,87

persen menjadi 36,42 persen.

Pada tabel 4 dapat dilihat persentase besarnya rencana pendapatan asli daerah
terhadap rencana pendapatan dan rencana belanja, hal ini dilakukan untuk memacu

peningkatan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Tabel 4
Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

Rencana — papthq  PAD thd
. Rencana Rencana Pendapatan

Pemerintah . . Rencana Rencana

Pendapatan Belanja Asli Daerah ,
Daerah Pendapa Belanja

(Juta Rp.) (Juta Rp.) (PAD) tan (%) (%)

(Juta Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
D.I. Yogyakarta 5182 970 5544 332 1734 006 33,46 31,28
Kab. Kulon Progo 1530 542 1533 288 207 069 13,53 13,50
Kab. Bantul 2 056 183 2205490 420 143 20,43 19,05
Kab. Gunungkidul 1716 745 1814 778 208 748 12,16 11,50
Kab. Sleman 2515874 2627 296 762 515 30,31 29,02
Kota Yogyakarta 1623734 1691 313 551494 33,96 32,61

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari
pendapatan as lidaer ah har us di arahkan pa daus ahay ang terus m enerus dan
berkelanjutan a gar pen dapatan as li daer ah tersebut t erus meningkat, s ehingga a kan
memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya
untuk m eningkatkan pe ndapatan asli daer ah tersebut, pada das arnya dapat di tempuh
melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah
suatu tindakan at au us aha untuk memperbesar pene rimaan den gan c ara melakukan
pemungutan y ang | ebih giat, ketat, dan teliti. E kstensifikasi adal ah u saha-usaha un tuk
menggali s umber-sumber pendapa tan a sli daer ah y ang bar u. Namun dalam r angka
ekstensifikasi khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak
boleh ber tentangan den gan kebijakan po kok n asional dan U ndang-Undang N omor 34
Tahun 2000 tentang P ajak D aerah dan Retribusi D aerah. Selain itu upaya peningkatan

pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi daerah.
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Tabel 5
Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah menurut
Undang-undang nomor 33 Tahun 2004

Kabupaten
o /Kota Lain
Provinsi Kat/);ptaten dan
. Pemerintah  Bersangkut ota .
Jenis Pungutan (%) ang Penghasi BPFOVmi' t
i (%) ersangku
(%) an
(%)
(1) (2) 3) 4) (5)
1.PBB ) 10,0 16,2 64,8 0,0
2. BPHTB 20,0 16,0 64,0 0,0
3. PPh pasal 25, pasal 29 dan
PPh pasal 21 80,0 8,0 12,0 0,0
4. Kehutanan
a. IHPH/IHH 20,0 16,0 64,0 0,0
b.l_ll3r0w3| Sumber Daya 20.0 16.0 32.0 32.0
utan
c. Reboisasi 60,0 0,0 40,0 0,0
5. Pertambangan Umum
a. Land-Rent (luran Tetap) 20,0 16,0 64,0 0,0
b. Royalty iuran Eksplorasi 20,0 16,0 32,0 32,0
6. Perikanan 2) 20,0 0,0 0,0 0,0
7. Minyak Bumi 84,5 3,1 6,2 6,2
8. Gas Bumi 69,5 6,1 12,2 12,2
9. Panas Bumi 20,0 16,0 32,0 32,0
Catatan :

) 9 % untuk biaya pemungutan
2) 80% untuk seluruh kabupaten/kota
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber
penerimaan daer ah s elain dar i P AD j uga ber asal dar i D ana P erimbangan, P injaman
Daerah, serta Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil
bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB), B ea Perolehan H ak atas Tanah dan B angunan (BPHTB) dan P ajak
Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan
PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil bukan pajak bersumber dari sumber daya alam
(kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan

panas bumi). Dasar perolehan dana perimbangan dapat dilihat pada tabel 5.
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Sumber pendapa tan | ain y ang s angat ber peran s ampai s ekarang ada lah D ana
Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
membiayai kebutuhan p engeluarannya dal am r angka pel aksanaan de sentralisasi. D ua
puluh enam pe rsen (26%) dari pener imaan A PBN ( penerimaan dari minyak dan gas,
penerimaan pajak serta penerimaan dari non-migas dan non-pajak) dialokasikan untuk
DAU. Sepuluh persen (10%) D AU dibagi ke provinsi, dan s embilan puluh persen (90%)
dibagi ke kabupaten/kota.

Alokasi D AU t ergantung dari bobot (tolok u kur) daer ah. P enentuan Tolok U kur
(Bobot) di dasarkan pa da k ebutuhan w ilayah ot onomi daer ah pal ing s edikit dapa t
dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat
pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang
selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan
perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. P otensi
ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima
daerah seperti potensi industri, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM),

dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi tolok ukur penentuan DAU.

DAU di alokasikan den gan t ujuan pe merataan dengan memperhatikan pot ensi
daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan
masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang
belum berkembang dap at di perkecil. P ada das arnya, den gan diberlakukannya ot onomi
daerah, di harapkan k etergantungan daerah pada pusat tentang k euangan daer ah
diharapkan semakin kecil ( sumbangan D AU kecil), at au den gan kata | ain sumber

pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri.

Padat ahun 2017 besarnya D AUy ang di alokasikan ke P emerintah D aerah
D.l.Yogyakarta sebesar 1,314 triliun rupiah atau mencapai 25,85 persen dari pendapatan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran ini mampu mencukupi 26,71 persen

dari belanja Pemerintah Daerah D.l.Yogyakarta.

Pemerintah dae rah kabupaten/kota di P rovinsi D .l.Yogyakarta y ang m emiliki
persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya terendah adalah Kabupaten Sleman
dengan 38 ,10 persen, di ikuti Kota Y ogyakarta s ebesar 39 ,71 persen. S edangkan
Kabupaten Gunungkidul m emiliki pe rsentase D AU t erhadap realisasi pendapat annya

tertinggi yaitu mencapai 50,79 persen.
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Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap
Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah

Tabel 6

di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017

Realisasi
. Realisasi Realisasi Dana Alokasi Dl e DAU thd
Pemerintah = Belani Pendapa Belani
Daerah endapatan elanja Umum tan elanja
(JutaRp.) (JutaRp.) (DAU) (%) (%)
(Juta Rp.) °
(1) (2) 3) (4) (5) (6)
D.l. Yogyakarta 5085 245 4 920 627 1314 372 25,85 26,71
Kab. Kulon Progo 1425 110 1430 456 705 869 49,53 49,35
Kab. Bantul 2 086 879 2076 742 982 251 47,07 47,30
Kab. Gunungkidul 1847 105 1 860 226 938 221 50,79 50,44
Kab. Sleman 2615515 2 489 597 996 492 38,10 40,03
Kota Yogyakarta 1658 430 1 484 553 658 504 39,71 44,36

Pada tabel 7 di bawah ini dapat dilihat besarnya persentase dana alokasi umum

terhadap pendapatan asli pemerintah daerah di Daerah Istimewa Y ogyakarta lima tahun

terakhir y aitu dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Secara um umt erjadi

penurunan persentase besarnya dana alokasi umum terhadap pendapatan pe merintah

daerah, hal i ni menunjukkan adany a keberhasilan us aha pem erintah daer ah dal am

mengurangi ketergantungan keuangan dari pusat.

Tabel 7

Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah

di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 - 2017

Pemerintah Daerah 2013 2014 2015 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

D.l. Yogyakarta 29,31 28,66 27,07 24,13 25,85
Kab. Kulon Progo 59,31 57,07 53,55 52,91 49,53
Kab. Bantul 56,23 52,33 48,32 49,98 47,07
Kab. Gunungkidul 62,72 61,72 54 57 57,73 50,79
Kab. Sleman 46,94 45,84 42,90 43,55 38,10
Kota Yogyakarta 45,60 42,39 43,40 42,49 39,71
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Persentase dana al okasi um um ( DAU) terhadap r encana an ggaran pe merintah
provinsi dan k abupaten/kota se- Daerah | stimewa Yogyakarta tahun 2018 dapat dilihat
pada tabel 8.

Tabel 8
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

Rencana

pana  2AYIdpaythd
Rencana Rencana . Rencana

. . Alokasi Rencana

Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Pendapa .
(JutaRp.) (JutaRp.) 20T tan el

| | (DAU) (%) (%)

(Juta Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
D.l. Yogyakarta 5182 970 5544 332 1314 372 25,36 23,71
Kab. Kulon Progo 1530 542 1533 288 705 869 46,12 46,04
Kab. Bantul 2 056 183 2 205 490 982 251 47,77 44 .54
Kab. Gunungkidul 1847 105 1814778 938 221 50,79 51,70
Kab. Sleman 2515 874 2 627 296 996 492 39,61 37,93
Kota Yogyakarta 1623734 1691 313 658 504 40,55 38,93

Belanja daerah dibedakan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Berpedoman pada p rinsip peng anggaran, bel anja dae rah di susun den gan pende katan
anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sesuai Peraturan
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas P eraturan Menteri Dalam N egeri
Noor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah

dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.
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Tabel 9
Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017

- Persentase . Persentase
Belanja Tidak Belanja

Pemerintah Daerah Langsung EHTERETE Langsung EUTELEN
(Juta Rp) Total Belanja (Juta Rp.) Total Belanja

P Daerah P- Daerah

(1) (2) (3) 4) (5)

D.l.Yogyakarta 2 566 834 52,16 2353793 47,84
Kab. Kulon Progo 810 864 56,69 619 592 43,31
Kab. Bantul 1116 643 53,77 960 100 46,23
Kab. Gunungkidul 1079 606 58,04 780 620 41,96
Kab. Sleman 1299 646 52,20 1189 950 47,80
Kota Yogyakarta 590 742 39,79 893 811 60,21

Pemerintah Daerah D.l.Yogyakarta selama tahun 2017 menghabiskan dana 2,566
triliun rupiah (52,16 persen dari total belanja) untuk belanja tidak langsung. Belanja tidak
langsung merupakan belanjay angt idakt erkait| angsung den gan kegiatany ang
dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Secara
umum persentase pos pembelanjaan daerah pemerintah kabupaten/kota di D.l. Yogyakarta

masih digunakan untuk pos belanja tidak langsung, kecuali Kota Yogyakarta.

Gambar 2
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung
D.l.Yogyakarta 2017 (%)

Gunungkidul

Sleman

Yogyakarta

M Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
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Kota Yogyakarta mempunyai proporsi belanja tidak langsung yang paling rendah
diantara kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 39,79 persen,
diikuti Kabupaten Sleman sebesar 52,20 persen, dan diikuti Kabupaten Bantul sebesar
53,77 persen. Sebaliknya daerah yang memiliki proporsi belanja tidak langsung terbesar
adalah Kabupaten Gunungkidul dengan 58,04 persen terhadap realisasi belanja

daerahnya.

Tabel 10
Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Realisasi Pendapatan
Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 — 2017

i Perkem-

Pemerintah Daerah 2013 2014 2015 2016 2017 bangan
) (2) 3) (4) ®) (6)

D.l.Yogyakarta 57,40 52,34 5326 51,26 50,48 -6.92
Kab. Kulon Progo 67,94 6544 64,12 6512 56,90 -11.04
Kab. Bantul 66,02 57,55 60,42 6328 53,51 -12.51
Kab. Gunungkidul 69.44 69,02 6640 6883 5845 -10.99
Kab. Sleman 62,60 57,73 56,60 59,29 49,69 -12.91
Kota Yogyakarta 51,37 49,52 50,49 49,72 3562 -15.75

Pada T ahun 2017 belanja tidak langsung secara umum mengalami penurunan.
Penurunan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 15,75
persen, sedangkan penurunan terendah terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 10,99
persen. Untuk P emerintah D aerah D .l.Yogyakarta juga mengalami penurunan s ebesar

6,92 persen.

Adapun persentase rencana belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap
rencana belanja pemerintah daerah provinsi d an kabupaten/kota s e-Daerah | stimewa
Yogyakarta tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 11.
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Tabel 11
Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

Rencana Persentase Rencana Persentase
Belanja thd Total Belania thd Total
Pemerintah Daerah Tidak Rencana J Rencana
. Langsung .
Langsung Belanja Belanja
(JutaRp.)
(Juta Rp.) Daerah Daerah
(1) (2) (3) (4) (5)

D.l.Yogyakarta 2714 312 48,96 2830 020 51,04
Kab. Kulon Progo 828 098 54,01 705 191 45,99
Kab. Bantul 1225 090 55,55 980 400 44,45
Kab. Gunungkidul 1128 996 62,21 685 782 37,79
Kab. Sleman 1421514 54,11 1205783 45,89
Kota Yogyakarta 755 968 44,70 935 346 55,30

Pada t abel 12 dapatdilihat bahwa realisasi belanja m enurut f ungsinya hampir
semua Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dibelanjakan untuk anggaran
pada sektor pendidikan yang bisa dilihat dari persentase belanja di sektor pendidikan yang
paling tinggi dibanding sektor lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah
daerah untuk m emberikan k esempatan pendidikan k epada penduduknya. Sektor yang
memperoleh an ggaran bes ar s elanjutnya adal ah s ektor pel ayanan um um, s ektor

kesehatan, dan sektor perumahan & fasilitas umum.

Berbeda den gan pem erintah daer ah kabupaten/kota, s ektor pendi dikan belum
memperoleh porsi anggaran y ang tinggi untuk P emerintah P rovinsi D aerah Istimewa.
Anggaran terbesar untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibelanjakan
untuk sektor pelayanan umum, selanjutnya sektor pendidikan, pariwisata & budaya, serta

lingkungan hidup
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Tabel 12
Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya
di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017

Fungsi Belanja Sl Eiltz)n el CKS?J?IUH $gta a-
9 / DIY Bantul ! 9 Sleman gy
progo kidul karta

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
1. Pelayanan Umum 19,76 25,21 27,39 26,94 31,70 18,98
2. Ketertiban dan

h 122 172 116 069 115 255

eamanan

3. Ekonomi 982 770 645 470 605 11,82

4. Lingkungan 14,51 055 115 284 140 498
Hidup

5. Perumahan dan

" 10,26 12,08 9,57 12,91 12,88 10,76
Fasilitas Umum

6. Kesehatan 1023 1781 17,76 1321 1577  19.86
7. Pariwisata dan 16,16 084  1.71 130 082 210
Budaya
8. Pendidikan 16,31 3316 3329 3627 2948  27.36
9. Perlindungan 1,74 0,91 1,54 113 0,73 1,59
Sosial
Jumiah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Rencana prioritas belanja pada tahun anggaran 2018 tidak banyak berubah
dibanding realisasi belanja tahun 2017. Hal ini terlihat dari besarnya persentase masing-
masing s ektor bel anja yang tidak jauh ber beda di banding r ealisasi a nggaran tahun
sebelumnya. P ada r encana an ggaran pe merintah kabupaten/kota di D aerah Istimewa
Yogyakarta, sektor pendidikan, pelayanan umum, kesehatan dan sektor perumahan dan
fasilitas umum masih mendapatkan porsi belanja yang lebih besar dibanding sektor
lainnnya.

Sedangkan pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta porsi
belanja yang paling besar masih pada sektor pelayanan umum, diikuti sektor pendidikan
dan lingkungan hidup. Persentase besarnya rencana belanja anggaran Tahun 2018 dapat
dilihat pada tabel 13 di bawah ini.
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Tabel 13

Jumlah

2018
e Kab Kab Kota
. . Provinsi Kab Kab
Fungsi Belanja DIY Kulon Bantul Qunung Sleman Yogya-
progo kidul karta
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
. Pelayanan 37.21 2437  30.35 2845 3297  26.55
Umum
. Ketertiban dan 0.94 0.70 1.05 0.78 1.16 2.30
Keamanan
_ Ekonomi 7.79 6.03 6.29 473 5.81 10.55
. Lingkungan 10.96 0.63 1.77 3.55 1.82 3.99
Hidup
. Perumahan dan 7.92 10.57 7.36 9.95 13.60 8.79
Fasilitas Umum
6. Kesehatan 2.82 2418 20.70 13.16 13.65 19.18
7. Pariwisata dan 7.20 0.97 1.07 1.26 1.12 1.98
Budaya
_ Pendidikan 24.03 31.75 30.33 37.08 28.61 25.20
. Perlindungan 1.13 0.81 1.08 1.04 1.26 1.45
Sosial
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta
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Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta 2017 (000 Rp)
No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Daerah 5085 245 126 100,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 1851 977 303 36,42
1.2 Dana Perimbangan 2 379 856 462 46,80
13 gain-lain Pendapatan yang 853 411 361 16,78

ah

Il Belanja Daerah 4 920 626 777 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 2 566 833 809 52,16
2.2 Belanja Langsung 2 353 792 968 47,84

Surplus

164 618 349

Pembiayan Netto

179 451 993
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Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000

Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)

I Pendapatan Asli Daerah 1851977 303 36,42
1.1 Pajak Daerah 1 583 875 064 31,15
1.2 Retribusi Daerah 41 432 294 0,81
13 Hasil Penggelo!a_an Kekayaan 71 411 760 1,40

Daerah yang Dipisahkan
14 Lain-lain Pendapatan Asli 155 258 185 3.05
Daerah yang Sah
Il Dana Perimbangan 2 379 856 462 46,80
21 Bagi Hasil Pajak dan Bukan 08 483 456 1,94
Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 1314 372 147 25,85
2.3 Dana Alokasi Khusus 967 000 859 19,02
m Lain-lain Pendapatan Yang 853 411 361 16,78
Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 5085 245 126 100,00
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Tabel 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)
I Belanja Tidak Langsung 2 566 833 809 52,16
1.1 Belanja Pegawai 1258 150 198 25,57
1.2 Belanja Bunga 0 0,00
1.3 Belanja Subsidi 0 0,00
1.4 Belanja Hibah 574 360 049 11,67
1.5 Belanja Bantuan Sosial 1091 000 0,02
Belanja Bagi Hasil Kepada

1.6 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah 647 149 358 13,15
Desa
Belanja Bantuan Keuangan

1.7 Kepada Prov/Kab/Kota dan 78 428 154 1,59
Pemerintah Desa

1.8 Belanja Tidak Terduga 7 655 050 0,16

Il Belanja Langsung 2 353 792 968 47,84
2.1 Belanja Pegawai 170 544 759 3,47
2.2 Belanja Barang dan Jasa 1136 518 067 23,10
2.3 Belanja Modal 1046 730 142 21,27

Jumlah Belanja Daerah 4920 626 777 100,00
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Tabel 1.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah

Yogyakarta 2017 (000 Rp)

Daerah Istimewa

No Rincian Nilai %

(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan Umum 490 112 031 19,76
2 Ketertiban dan Keamanan 30 244 554 1,22
3 Ekonomi 243 607 461 9,82
4 Lingkungan Hidup 359 991 156 14,51
5 Perumahan dan Fasilitas 254 413 810 10,26

Umum

6 Kesehatan 253 791 865 10,23
7 Pariwisata dan Budaya 400 902 389 16,16
8 Pendidikan 404 645 471 16,31
9 Perlindungan Sosial 43 136 409 1,74
Jumlah Belanja Menurut 2 480 845 146 100,00

Fungsi
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Tabel 1.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta 2018 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Daerah 5182 969 635 100,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 1734 005 739 33,46
1.2 Dana Perimbangan 2 396 221 853 46,23
1.3 Goiain Pendapatan yang 1052 742 043 20,31

Il Belanja Daerah 5544 331778 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 2714 312 157 48,96
2.2 Belanja Langsung 2830019 621 51,04

Surplus

(361 362 143)

Pembiayan Netto

361 362 143
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Tabel 1.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

2018 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)

I Pendapatan Asli Daerah 1734 005 739 33,46
1.1 Pajak Daerah 1525970 678 29,44
1.2 Retribusi Daerah 37 471 041 0,72
13 Hasil Penggelo!a_an Kekayaan 75 639 486 1,46

Daerah yang Dipisahkan
14 Lain —lain Pendapatan Asli 94 924 534 1,83
Daerah yang Sah
Il Dana Perimbangan 2 396 221 853 46,23
21 Bagi Hasil Pajak dan Bukan 135 665 957 262
Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 1314 372 147 25,36
2.3 Dana Alokasi Khusus 946 183 749 18,26
m Lain-lain Pendapatan Yang 1 052 742 043 20,31
Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 5182 969 635 100,00
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Tabel 1.7 Rencana Anggaran

2018 (000 Rp)

Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)
I Belanja Tidak Langsung 2714 312 157 48,96
1.1 Belanja Pegawai 1 335 096 081 24,08
1.2 Belanja Bunga 0 0
1.3 Belanja Subsidi 0 0
1.4 Belanja Hibah 641512 530 11,57
1.5 Belanja Bantuan Sosial 850 000 0,02
Belanja Bagi Hasil Kepada

1.6 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah 634 100 706 11,44
Desa
Belanja Bantuan Keuangan

1.7 Kepada Prov/Kab/Kota dan 83017 073 1,50
Pemerintah Desa

1.8 Belanja Tidak Terduga 19 735 767 0,36

1] Belanja Langsung 2830019621 51,04
2.1 Belanja Pegawai 243 860 679 4,40
2.2 Belanja Barang dan Jasa 1400 423 088 25,26
2.3 Belanja Modal 1185 735 854 21,39

Jumlah Belanja Daerah 5544 331 778 100,00
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Tabel 1.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta 2018 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)
1 Pelayanan Umum 2063 257 994 37,21
2 Ketertiban dan Keamanan 52 168 405 0,94
3 Ekonomi 431 978 611 7,79
4 Lingkungan Hidup 607 479 031 10,96
5 Perumahan dan Fasilitas
Umum 438 969 013 7,92
6 Kesehatan 156 504 864 2,82
7 Pariwisata dan Budaya
398 947 479 7,20
8 Pendidikan 1332 372 751 24,03
9 Perlindungan Sosial 62 653 630 1,13
Jumlah Belanja Menurut
100,00

Fungsi 5544 331 778
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Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Daerah 1425 110 287 100,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 249 692 649 17,52
1.2 Dana Perimbangan 942 334 185 66,12
13 ;zirr]\-lain Pendapatan yang 233 083 453 16,36

Il Belanja Daerah 1430 456 004 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 810 863 636 56,69
2.2 Belanja Langsung 619 592 368 43,31

Surplus (5345 717)
Pembiayan Netto 59 395 050
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Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017 (OO0Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Asli Daerah 249 692 649 17,52
1.1 Pajak Daerah 47 237 504 3,31
1.2 Retribusi Daerah 7 340 858 0,52
13 Hasil Penggelo!agn Kekayaan 15 783 396 1,11

Daerah yang Dipisahkan
14 Lain-lain Pendapatan Asli 179 330 891 12,58
Daerah yang Sah
Il Dana Perimbangan 942 334 185 66,12
21 Bagi Hasil Pajak dan Bukan 26 200 470 1,84
Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 705 868 940 49,53
2.3 Dana Alokasi Khusus 210264 775 14,75
m Lain-lain Pendapatan Yang 233 083 453 16,36
Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 1425 110 287 100,00
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Tabel 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)
I Belanja Tidak Langsung 810 863 636 56,69
1.1 Belanja Pegawai 605 074 535 42,30
1.2 Belanja Bunga 461 446 0,0323
1.3 Belanja Subsidi 0 0
1.4 Belanja Hibah 21776 383 1,522
1.5 Belanja Bantuan Sosial 25 261 804 1,77
Belanja Bagi Hasil Kepada

1.6 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah 4 600 444 0,32
Desa
Belanja Bantuan Keuangan

1.7 Kepada Prov/Kab/Kota dan 152 702 640 10,68
Pemerintah Desa

1.8 Belanja Tidak Terduga 986 384 0,07

Il Belanja Langsung 619 592 368 43,31
2.1 Belanja Pegawai 34 134 406 2,39
2.2 Belanja Barang dan Jasa 326 691 503 22,84
2.3 Belanja Modal 258 766 459 18,09

Jumlah Belanja Daerah 1 430 456 004 100,00
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Tabel 2.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)
1 Pelayanan Umum 360 674 523 25,21
2 Ketertiban dan Keamanan 24 611 404 1,72
3 Ekonomi 110 214 079 7,70
4 Lingkungan Hidup 7 889 795 0,55
5 Eerumahan dan Fasilitas 172 806 510 1208
mum ’
6 Kesehatan 254 821 858 17,81
7 Pariwisata dan Budaya
12 033 152 0,84
8 Pendidikan 474 318 835 33,16
9 Perlindungan Sosial 13 085 848 0,91
Jumlah Belanja Menurut 1 430 456 004 100,00

Fungsi
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Tabel 2.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo 2018 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Daerah 1530 542 496 100,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 207 069 274 13,53
1.2 Dana Perimbangan 993 976 585 64,94
13 ;zirr]\-lain Pendapatan yang 329 496 637 21,53

Il Belanja Daerah 1533 288 495 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 828 097 599 54,01
2.2 Belanja Langsung 705 190 896 45,99

Surplus (2 745 999)
Pembiayan Netto 2746 000
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Tabel 2.6 Rencana Anggaran

2018 (000 Rp)

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)

I Pendapatan Asli Daerah 207 069 274 13,53
1.1 Pajak Daerah 57 687 397 3,77
1.2 Retribusi Daerah 8 325785 0,54
13 Hasil Penggelo!a_an Kekayaan 15531 112 1,01

Daerah yang Dipisahkan
14 Lain-lain Pendapatan Asli 125 524 980 8.20
Daerah yang sah
Il Dana Perimbangan 993 976 585 64,94
21 Bagi Hasil Pajak dan Bukan 27 678 780 1,81
Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 705 868 940 46,12
2.3 Dana Alokasi Khusus 260 428 865 17,02
m Lain-lain Pendapatan Yang 329 496 637 21,53
Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 1 530 542 496 100,00
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Tabel 2.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018

(000 Rp)
No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)
I Belanja Tidak Langsung 828 097 599 54,01
1.1 Belanja Pegawai 618 845 504 40,36
1.2 Belanja Bunga 477 109 0,03
1.3 Belanja Subsidi 0 0,00
1.4 Belanja Hibah 23949 790 1,56
1.5 Belanja Bantuan Sosial 20 738 700 1,35
Belanja Bagi Hasil Kepada

1.6 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah 6 601 319 0,43
Desa
Belanja Bantuan Keuangan

1.7 Kepada Prov/Kab/Kota dan 152 826 043 9,97
Pemerintah Desa

1.8 Belanja Tidak Terduga 4659 134 0,30

Il Belanja Langsung 705 190 896 45,99
2.1 Belanja Pegawai 37 397 890 2,44
2.2 Belanja Barang dan Jasa 304 808 662 19,88
2.3 Belanja Modal 362 984 344 23,67

Jumlah Belanja Daerah 1533 288 495 100,00
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Tabel 2.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo 2018 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)
1 Pelayanan Umum 373 600 674 24,37
2 Ketertiban dan Keamanan 10 658 327 0,70
3 Ekonomi 92 483 359 6,03
4 Lingkungan Hidup 9 735 466 0,63
5 Eerumahan dan Fasilitas 162 029 741 10.57
mum ’
6 Kesehatan 370 736 694 24,18
7 Pariwisata dan Budaya
14 911 746 0,97
8 Pendidikan 486 764 260 31,75
9 Perlindungan Sosial 12 368 225 0,81
Jumlah Belanja Menurut 1 533 288 492 100,00

Fungsi
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Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2017

(000 Rp)
No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Daerah 2 086 878 990 100,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 494 179 068 23,68
1.2 Dana Perimbangan 1287 256 263 61,68
13 ge;ir?-lain Pendapatan yang 305 443 659 14,64

Il Belanja Daerah 2076 742 163 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1116 642 512 53,77
2.2 Belanja Langsung 960 099 651 46,23

Surplus 10 136 827
Pembiayan Netto 237 089 481
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Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai

%

(1) (2)

3)

I Pendapatan Asli Daerah 494 179 068 23,68
1.1 Pajak Daerah 165 562 359 7,93
1.2 Retribusi Daerah 31575738 1,51
13 Hasil Penggelo!a_an Kekayaan 20 130 437 0,96

Daerah yang Dipisahkan
14 Lain-lain Pendapatan Asli yang 276 910 534 13,27
Sah
Il Dana Perimbangan 1287 256 263 61,68
21 Bagi Hasil Pajak dan Bukan 34 871 179 1,67
Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 982 250 842 47,07
2.3 Dana Alokasi Khusus 270 134 242 12,94
m Lain-lain Pendapatan Yang 305 443 659 14.64
Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 2 086 878 990 100,00
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Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)
I Belanja Tidak Langsung 1116 642 512 53,77
1.1 Belanja Pegawai 825 306 292 39,74
1.2 Belanja Bunga 0 0,00
1.3 Belanja Subsidi 0 0,00
1.4 Belanja Hibah 50 474 188 2,43
1.5 Belanja Bantuan Sosial 1650 300 0,08
Belanja Bagi Hasil Kepada

1,6 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah 14 330 195 0,69
Desa
Belanja Bantuan Keuangan

1.7 Kepada Prov/Kab/Kota dan 222 760 211 10,73
Pemerintah Desa

1.8 Belanja Tidak Terduga 2121 326 0,10

Il Belanja Langsung 960 099 651 46,23
2.1 Belanja Pegawai 69 976 099 3,37
2.2 Belanja Barang dan Jasa 557 504 287 26,85
2.3 Belanja Modal 332 619 265 16,02

Jumlah Belanja Daerah 2076 742 163 100,00
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Tabel 3.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000

Rp)
No Rincian Nilai %
(1) () (3) (4)
1 Pelayanan Umum 568 829 024 27,39
2 Ketertiban dan Keamanan 24 016 319 1,16
3 Ekonomi 133 851 687 6,45
4 Lingkungan Hidup 23 800 343 1,15
5 Perumahan dan Fasilitas
Umum 198 741 001 9,57
6 Kesehatan 368 899 365 17,76
7 Pariwisata dan Budaya
35435 339 1,71
8 Pendidikan 691 265 322 33,29
9 Perlindungan Sosial 31 903 763 1,54
Jumlah Belanja Menurut
2076 742 163 100,00

Fungsi
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Tabel 3.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten

Bantul 2018 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Daerah 2 056 183.267 100,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 420 143.107 20,43
1.2 Dana Perimbangan 1376 480.531 66,94
13 Goiain Pendapatan yang 259 559,629 12,62

Il Belanja Daerah 2 205 489.940 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1225 089.698 55,55
2.2 Belanja Langsung 980 400.242 44,45

Surplus (149 306.673)
Pembiayan Netto 149 306.673
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Tabel 3.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000

Rp)

No Rincian Nilai

%

(1) (2)

3)

I Pendapatan Asli Daerah 420 143 107 20,43
1.1 Pajak Daerah 144 571 000 7,03
1.2 Retribusi Daerah 34 545 806 1,68
13 Hasil Penggelo!a_an Kekayaan 19 707 296 0,96

Daerah yang Dipisahkan
14 Lain-lain Pendapatan Asli 291 319 005 10,76
Daerah yang Sah
Il Dana Perimbangan 1 376 480 531 66,94
21 Bagi Hasil Pajak dan Bukan 38 161 003 1,86
Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 982 250 842 47,77
2.3 Dana Alokasi Khusus 356 068 686 17,32
m Lain-lain Pendapatan Yang 259 559 629 12,62
Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 2 056 183 267 100,00
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Tabel 3.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2018 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)
I Belanja Tidak Langsung 1225 089 698 55,55
1.1 Belanja Pegawai 878 610 267 39,84
1.2 Belanja Bunga 0 0,00
1.3 Belanja Subsidi 0 0,00
1.4 Belanja Hibah 55 370 075 2,51
1.5 Belanja Bantuan Sosial 8 648 200 0,39
Belanja Bagi Hasil Kepada

1.6 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah 17 564 212 0,80
Desa
Belanja Bantuan Keuangan

1.7 Kepada Prov/Kab/Kota dan 249 148 017 11,30
Pemerintah Desa

1.8 Belanja Tidak Terduga 15 748 927 0,71

I Belanja Langsung 980 400 242 44,45
2.1 Belanja Pegawai 93 280 877 4,23
2.2 Belanja Barang dan Jasa 571 940 966 25,93
2.3 Belanja Modal 315178 399 14,29

Jumlah Belanja Daerah 2 205 489 940 100,00
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Tabel 3.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi

Bantul 2018 (000 Rp)

Pemerintah Kabupaten

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)
1 Pelayanan Umum 669 342 370 30,35
2 Ketertiban dan Keamanan 23 130 685 1,05
3 Ekonomi 138 658 333 6,29
4 Lingkungan Hidup 39 066 266 1,77
5 Perumahan dan Fasilitas
Umum 162 347 892 7,36
6 Kesehatan 456 491 392 20,70
7 Pariwisata dan Budaya
23 579 152 1,07
8 Pendidikan 668 991 527 30,33
9 Perlindungan Sosial 23882 323 1,08
Jumlah Belanja Menurut
2 205 489.940 100,00

Fungsi
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Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Daerah 1847 105 419 100,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 271 370 044 14,69
1.2 Dana Perimbangan 1250742 434 67,71
13 ge;ir?-lain Pendapatan yang 324 992 941 17.59

Il Belanja Daerah 1 860 225 638 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1 079 605 853 58,04
2.2 Belanja Langsung 780 619 785 41,96

Surplus

(13 120 219)

Pembiayan Netto

181 630 038
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Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (O00ORp)

No Rincian Nilai

%

(1) (2)

3)

[ Pendapatan Asli Daerah 271 370 044 14,69
1.1 Pajak Daerah 43 686 046 2,37
1.2 Retribusi Daerah 34 783 665 1,88
13 Hasil Penggelo!a_an Kekayaan 13 088 999 0.71

Daerah yang Dipisahkan
14 Lain-lain Pendapatan Asli 179 811 334 9.73
Daerah yang Sah
Il Dana Perimbangan 1250 742 434 67,71
21 Ba_gi Hasil Pajak dan Bukan 28 812 650 1,56
Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 938 221 136 50,79
2.3 Dana Alokasi Khusus 283 708 648 15,36
I Lain-lain Pendapatan Yang 324 992 941 17,59
Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 1847 105 419 100,00
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Tabel 4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)
I Belanja Tidak Langsung 1 079 605 853 58,04
1.1 Belanja Pegawai 809 386 841 43,51
1.2 Belanja Bunga 0 0,00
1.3 Belanja Subsidi 0 0,00
1.4 Belanja Hibah 22 234 698 1,20
1.5 Belanja Bantuan Sosial 0 0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada

1.6 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah 9 497 596 0,51
Desa
Belanja Bantuan Keuangan

1.7 Kepada Prov/Kab/Kota dan 235 850 041 12,68
Pemerintah Desa

1.8 Belanja Tidak Terduga 2636 677 0,14

Il Belanja Langsung 780 619 785 41,96
2.1 Belanja Pegawai 36 470 062 1,96
2.2 Belanja Barang dan Jasa 347 304 479 18,67
2.3 Belanja Modal 396 845 244 21,33

Jumlah Belanja Daerah 1 860 225 638 100,00
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Tabel 4.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) () (3) (4)
1 Pelayanan Umum 501 114 890 26,94
2 Ketertiban dan Keamanan 12 842 971 0,69
3 Ekonomi 87 494 175 4,70
4 Lingkungan Hidup 52 835703 2,84
5 Perumahan dan Fasilitas
Umum 240 138 528 12,91
6 Kesehatan 245750 770 13,21
7 Pariwisata dan Budaya
24 219 616 1,30
8 Pendidikan 674 790 712 36,27
9 Perlindungan Sosial 21038 275 1,13
Jumlah Belanja Menurut
1 860 225 638 100,00

Fungsi
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Tabel 4.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul 2018 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Daerah 1716 742 745 100,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 208 747 851 12,16
1.2 Dana Perimbangan 1297 211 891 75,56
13 ge;ir?-lain Pendapatan yang 210 783 003 12,28

Il Belanja Daerah 1814 778 220 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1128 995 929 62,21
2.2 Belanja Langsung 685 782 291 37,79

Surplus (98 035 475)
Pembiayan Netto 98 035 475
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Tabel 4.6 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

2018 (000 Rp)

No Rincian Nilai

%

(1) (2)

3)

I Pendapatan Asli Daerah 208 747 851 12,16
1.1 Pajak Daerah 41 388 250 2,41
1.2 Retribusi Daerah 36 061 985 2,10
13 Hasil Penggelo!a_an Kekayaan 14 626 002 0.85

Daerah yang Dipisahkan
14 Lain- lain Pendapatan Asli 116 671 614 6.80
Daerah yang Sah
Il Dana Perimbangan 1297 211 891 75,56
21 Bagi Hasil Pajak dan Bukan 27 589 808 1,61
Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 938 221 136 54,65
2.3 Dana Alokasi Khusus 331400 947 19,30
m Lain-lain Pendapatan Yang 210 783 003 12,28
Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 1716 742 745 100,00
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Tabel 4.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2018

(000 Rp)
No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)

[ Belanja Tidak Langsung 1128 995 930 62,21
1.1 Belanja Pegawai 867 313 854 47,79
1.2 Belanja Bunga 0 0,00
1.3 Belanja Subsidi 0 0,00
1.4 Belanja Hibah 23 364 375 1,29
1.5 Belanja Bantuan Sosial 0 0,00

Belanja Bagi Hasil Kepada
1.6 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah
Desa 9 136 447 0,50
Belanja Bantuan Keuangan
1.7 Kepada Prov/Kab/Kota dan 219 827 641 12.11
Pemerintah Desa ,
1.8 Belanja Tidak Terduga 9353613 0,52

1 Belanja Langsung 685 782 291 37,79
2.1 Belanja Pegawai 41 859 883 2,31
2.2 Belanja Barang dan Jasa 337 961 118 18,62
2.3 Belanja Modal 305961 290 16,86

Jumlah Belanja Daerah 1814 778 220 100,00
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Tabel 4.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi

Gunungkidul 2018 (000 Rp)

Pemerintah Kabupaten

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)
1 Pelayanan Umum 516 354 733 28,45
2 Ketertiban dan Keamanan 14 101 871 0,78
3 Ekonomi 85 811 695 4,73
4 Lingkungan Hidup 64 492 931 3,55
5 Perumahan dan Fasilitas
Umum 180 567 441 9,95
6 Kesehatan 238 809 711 13,16
7 Pariwisata dan Budaya
22 813 284 1,26
8 Pendidikan 672 916 991 37,08
9 Perlindungan Sosial 18 909 564 1,04
Jumlah Belanja Menurut
1814 778 220 100,00

Fungsi
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Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2017

(000 Rp)
No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Daerah 2 615 515 097 100,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 825 637 752 31,57
1.2 Dana Perimbangan 1335 572 521 51,06
13 ge;ir?-lain Pendapatan yang 454 304 824 17,37

Il Belanja Daerah 2 489 596 631 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1299 646 260 52,20
2.2 Belanja Langsung 1189 950 371 47,80

Surplus

125 918 466

Pembiayan Netto

291740 495
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Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)

I Pendapatan Asli Daerah 825 637 752 31,57
1.1 Pajak Daerah 528 453 216 20,20
1.2 Retribusi Daerah 48 706 089 1,86
13 Hasil Penggelo!a_an Kekayaan 36 292 784 1,39

Daerah yang Dipisahkan
14 Lain-lain Pendapatan Asli 212 185 663 8.11
Daerah yang sah
Il Dana Perimbangan 1335572521 51,06
21 Ba_gi Hasil Pajak dan Bukan 60 499 721 231
Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 996 492 454 38,10
2.3 Dana Alokasi Khusus 278 580 346 10,65
I Lain-lain Pendapatan Yang 454 304 824 17,37
Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 2 615 515 097 100,00
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Tabel 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)
I Belanja Tidak Langsung 1 299 646 260 52,20
1.1 Belanja Pegawai 950 142 604 38,16
1.2 Belanja Bunga 2 358 581 0,09
1.3 Belanja Subsidi 0 0,00
1.4 Belanja Hibah 47 965 960 1,93
1.5 Belanja Bantuan Sosial 34 694 686 1,39
Belanja Bagi Hasil Kepada

1.6 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah 48 747 898 1,96
Desa
Belanja Bantuan Keuangan

1.7 Kepada Prov/Kab/Kota dan 214 565 612 8,62
Pemerintah Desa

1.8 Belanja Tidak Terduga 1170919 0,05

Il Belanja Langsung 1189 950 371 47,80
2.1 Belanja Pegawai 178 352 824 7,16
2.2 Belanja Barang dan Jasa 630 970 492 25,34
2.3 Belanja Modal 380 627 055 15,29

Jumlah Belanja Daerah 2 489 596 631 100,00
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Tabel 5.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten Sleman 2017

(000 Rp)
No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)
1 Pelayanan Umum 789 268 825 31,70
2 Ketertiban dan Keamanan 28 673 172 1,15
3 Ekonomi 150 684 441 6,05
4 Lingkungan Hidup 34 933 440 1,40
5 Perumahan dan Fasilitas
Umum 320 693 017 12,88
6 Kesehatan 392 622 810 15,77
7 Pariwisata dan Budaya
20 370 615 0,82
8 Pendidikan 734 055 299 29,48
9 Perlindungan Sosial 18 295 113 0,73
Jumlah Belanja Menurut
2489 596 731 100,00

Fungsi
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Tabel 5.5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten

Sleman 2018 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Daerah 2515873 897 100,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 762 514 523 30,31
1.2 Dana Perimbangan 1492 722 938 59,33
13 ge;ir?-lain Pendapatan yang 260 636 436 10,36

Il Belanja Daerah 2 627 296 346 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1421 513 820 54,11
2.2 Belanja Langsung 1205 782 526 45,89

Surplus

(111 422 449)

Pembiayan Netto

111 422 449
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Tabel 5.6 Rencana Anggaran Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Sleman 2018

(000 Rp)
No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)

I Pendapatan Asli Daerah 762 514 523 30,31
1.1 Pajak Daerah 488 064 379 19,40
1.2 Retribusi Daerah 42 701 688 1,70
13 Hasil Penggelo!a_an Kekayaan 34 615 903 1,38

Daerah yang Dipisahkan
14 Lain-lain Pendapatan Asli 197 132 553 7.84
Daerah yang Sah
Il Dana Perimbangan 1492 722 938 59,33
21 Bagi Hasil Pajak dan Bukan 76 118 390 3.03
Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 996 492 454 39,61
2.3 Dana Alokasi Khusus 420 112 094 16,70
m Lain-lain Pendapatan Yang 260 636 436 10,36
Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 2 515 873 897 100,00
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Tabel 5.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2018 (O0O0Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)
I Belanja Tidak Langsung 1421513 820 54,11
1.1 Belanja Pegawai 1 057 009 062 40,23
1.2 Belanja Bunga 1870 801 0,07
1.3 Belanja Subsidi 0 0,00
1.4 Belanja Hibah 54 066 119 2,06
1.5 Belanja Bantuan Sosial 32 735 000 1,25
Belanja Bagi Hasil Kepada

1.6 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah 52 040 169 1,98
Desa
Belanja Bantuan Keuangan

1.7 Kepada Prov/Kab/Kota dan 220 273 517 8,38
Pemerintah Desa

1.8 Belanja Tidak Terduga 3519 152 0,13

I Belanja Langsung 1205 782 526 45,89
2.1 Belanja Pegawai 199 531 933 7,59
2.2 Belanja Barang dan Jasa 641 612 495 24,42
2.3 Belanja Modal 364 638 098 13,88

Jumlah Belanja Daerah 2 627 296 346 100,00
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Tabel 5.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi

Sleman 2018 (000 Rp)

Pemerintah Kabupaten

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) 4)
1 Pelayanan Umum 866 276 680 32,97
2 Ketertiban dan Keamanan 30 479 098 1,16
3 Ekonomi 152 600 025 5,81
4 Lingkungan Hidup 47 772 809 1,82
5 Perumahan dan Fasilitas
Umum 357 396 574 13,60
6 Kesehatan 358 574 601 13,65
7 Pariwisata dan Budaya
29 354 210 1,12
8 Pendidikan 751714 727 28,61
9 Perlindungan Sosial 33128 616 1,26
Jumlah Belanja Menurut
2 627 297 341 100,00

Fungsi
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Tabel 6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2017

(000 Rp)
No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Daerah 1658 429 634 100,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 657 049 377 39,62
1.2 Dana Perimbangan 870512 719 52,49
13 ;zirr]\-lain Pendapatan yang 130 867 538 7.89

Il Belanja Daerah 1 484 552 899 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 590 741 805 39,79
2.2 Belanja Langsung 893 811 094 60,21

Surplus 173 876 735
Pembiayan Netto 79.747.480
Statistik Keuangan Daerah DIY Tahun 2017-2018 67



Tabel 6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3 (4)

I Pendapatan Asli Daerah 657 049 377 39,62
1.1 Pajak Daerah 426 039 935 25,69
1.2 Retribusi Daerah 38 680 069 2,33
13 Hasil Penggelo!a_an Kekayaan 29109 252 1,76

Daerah yang Dipisahkan
14 Lain-lain Pendapatan Asli 163 220 121 9.84
Daerah yang Sah
Il Dana Perimbangan 870512 719 52,49
21 Bagi Hasil Pajak dan Bukan 42 293 359 255
Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 658 504 186 39,71
2.3 Dana Alokasi Khusus 169 715 174 10,23
m Lain-lain Pendapatan Yang 130 867 538 7.89
Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 1 658 429 634 100,00
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Tabel 6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)
I Belanja Tidak Langsung 590 741 805 39,79
1.1 Belanja Pegawai 534 485 737 36,00
1.2 Belanja Bunga 0 0,00
1.3 Belanja Subsidi 0 0,00
1.4 Belanja Hibah 53 381 416 3,60
1.5 Belanja Bantuan Sosial 1 384 850 0,09
Belanja Bagi Hasil Kepada

1,6 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah 0 0,00
Desa
Belanja Bantuan Keuangan

1.7 Kepada Prov/Kab/Kota dan 1241 353 0,08
Pemerintah Desa

1.8 Belanja Tidak Terduga 248 449 0,02

Il Belanja Langsung 893 811 094 60,21
2.1 Belanja Pegawai 167 353 780 11,27
2.2 Belanja Barang dan Jasa 432 156 359 29,11
2.3 Belanja Modal 294 300 955 19,82

Jumlah Belanja Daerah 1 484 552 899 100,00
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Tabel 6.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta 2017 (000

Rp)
No Rincian Nilai %
(1) () (3) (4)
1 Pelayanan Umum 281756 914 18,98
2 Ketertiban dan Keamanan 37 843 123 2,55
3 Ekonomi 175 479 362 11,82
4 Lingkungan Hidup 73 962 319 4,98
5 Perumahan dan Fasilitas
Umum 159 748 729 10,76
6 Kesehatan 294 878 863 19,86
7 Pariwisata dan Budaya
31193 419 2,10
8 Pendidikan 406 123 142 27,36
9 Perlindungan Sosial 23 567 027 1,59
Jumlah Belanja Menurut
1 484 552 899 100,00

Fungsi
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Tabel 6.5 Rencana Anggaran Pendapatan

Yogyakarta 2018 (000 Rp)

dan Belanja Pemerintah Daerah Kota

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)

I Pendapatan Daerah 1623 734 000 100,00
1.1 Pendapatan Asli Daerah 551 493 528 33,96
1.2 Dana Perimbangan 912713 788 56,21
13 ;zirr]\-lain Pendapatan yang 159 526 684 9.82

Il Belanja Daerah 1691 313 278 100,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 755 967 604 44,70
2.2 Belanja Langsung 935 345 674 55,30

Surplus

(67 579 278)

Pembiayan Netto

67 579 278
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Tabel 6.6 Rencana Anggaran

Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 2018

(OO0Rp)
No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)

I Pendapatan Asli Daerah 551 493 528 33,96
1.1 Pajak Daerah 356 806 500 21,97
1.2 Retribusi Daerah 33 333 653 2,05
13 Hasil Penggelo!a_an Kekayaan 27 955 341 1,72

Daerah yang Dipisahkan
14 Lain-lain Pendapatan Asli 133 398 034 8.22
Daerah yang Sah
I Dana Perimbangan 912 713 788 56,21
21 Bagi Hasil Pajak dan Bukan 66 079 502 4,07
Pajak
2.2 Dana Alokasi Umum 658 504 186 40,55
2.3 Dana Alokasi Khusus 188 130 100 11,59
I Lain-lain Pendapatan Yang 159 526 684 9.82
Sah
Jumlah Pendapatan Daerah 1623 734 000 100,00
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Tabel 6.7 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2018 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) (3) (4)
I Belanja Tidak Langsung 755 967 604 44,70
1.1 Belanja Pegawai 669 726 725 39,60
1.2 Belanja Bunga 0 0,00
1.3 Belanja Subsidi 0 0,00
1.4 Belanja Hibah 69 075 029 4,08
1.5 Belanja Bantuan Sosial 9145 200 0,54
Belanja Bagi Hasil Kepada

1.6 Prov/Kab/Kota dan Pemerintah 0 0,00
Desa
Belanja Bantuan Keuangan

1.7 Kepada Prov/Kab/Kota dan 4 520 650 0,27
Pemerintah Desa

1.8 Belanja Tidak Terduga 3 500 000 0,21

Il Belanja Langsung 935 345 674 55,30
2.1 Belanja Pegawai 128 625 903 7,61
2.2 Belanja Barang dan Jasa 543 506 866 32,14
2.3 Belanja Modal 263 212 905 15,56

Jumlah Belanja Daerah 1691 313278 100,00
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Tabel 6.8 Rencana Anggaran Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta

2018 (000 Rp)

No Rincian Nilai %
(1) (2) 3) (4)
1 Pelayanan Umum 449 106 617 26,55
2 Ketertiban dan Keamanan 38905 134 2,30
3 Ekonomi 178 475 909 10,55
4 Lingkungan Hidup 67 410 573 3,99
5 Perumahan dan Fasilitas
Umum 148 718 792 8,79
6 Kesehatan 324 469 727 19,18
7 Pariwisata dan Budaya
33 549 368 1,98
8 Pendidikan 426 172 842 25,20
9 Perlindungan Sosial 24 504 316 1,45
Jumlah Belanja Menurut
1691 313278 100,00

Fungsi
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